
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2006

PEMBENTUIqNPT. CITRABANGUN SAMNA (PERsERO) DIKABUPATEN BANDUNG

TENTANG

DENGAN MHi'lAT TIJHAN YANG I AHA ESA

SUPATI BANDUNG,

bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pe rba.gunan
dan kebefiasilan petaksanaannya di Kabrparen Bandung, perLu
mengintegrasjkan penyeLencgaraan pengetolaan sarana dan
Prasarana pembangunan wilayah ;

bahwa penyelenggaraan pengeLotaan rarana dan phsarana
terebut di atat, perlu dipadul.an dengan program pembangunan
aaerah yang didasarkan pada prinsip - prinsip berkeadilan dengan
tidak mengabaikan kepentingan daerah dan kesejahteraan
masyarakat di KabuPaten Bandung ;

bahwa untuk menunjang hat tersebut serta dengan semangat dan
tanggungjawab otonomi daerah unluk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatj perlu membenruk Badan usaha Mitik
Daerah yang bernama PT. citra BangLrn Sarana (Pe6ero), yanc
akan menjaLankan usaha pengelolaan sarana dan prakbna
pembangunan wilayah dengan Peraturan oaerah I

Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan
Daerah Kabupaten datam Lingkunsan Jawa Barat (Berita NeSara
Tahun 1950);
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2. Undang Undang Nomor 5 Tiihun 1962 tenrang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembahn
Negara Nomor 2387) ;

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerFrcan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587) ;

4. Undang Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Pasar Modat
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608) ;

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentans Larangan praktek
r,{onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lLembann Negara
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ,

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air
(Leirbaran Negara Tahun 2004 Nonor 32, Tambahan LemDaran

7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara rahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Nomor,l4lT) ;



10.

8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 rentang JaLan {Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

11.

11

12.

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 1998 tentang pembentukan
Pe6efoan (Lembann Nega6 Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Nesara Nomor 1731) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang (ewenangan
Pemerintah dan Propinsi sbagai Daerah otono; (Lemba;an
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tanbahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ZO Tahun 2000
tentang Tata Cara Penbentukan dan Teknik Penyushan peraturan
Daerah (Lembaran Daerah lahun 2000 Nomor 3s Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2OO2
tentang Kewenangan xabopaten Eanduns (Leftbaran Daerah Tahun
2002 Nomor 35 Seri D) j

Peraturan Daerah (abupaten Bandung Nonor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasj Dalam penyetenggaraan
Pemerintahan di (abupaten Bandung llembaran Daerah
Kabupaten BandungTahun 2004 Nomor29 seri D);

Deng.n Peerujuan Bersama
PERWAKILAN RA(YAT DAEMH KABUPATEN BANDUNG

8UPATI BANDUNC

IIIEIIUTUsKAN

Menetapkan : PERATURAN D ERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEND|RIAN
PT. CITRA BANGUN sARANA (PER5ERO) DI KABUPATEN EANDUNG.

8AB I
KETENTUAN TJIAI]M

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini, yang djnaksud dengan :
L Daerah adatah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Da€rah adalah Bupati besera perangkar Daerah sebagai unsur
penyetenggara Pemerinrahan Dae.ah_

5.

L Bupati adatah Bupati Bandung,

Dewan PeMhrlan Ra{yar Daerdt- yang selanlurnva disebur DPRD. adatah Lemoaga
Peaahrlan Rakya! Daerah sbagai unsdr penyeleneqdra pemerintahdr Oae-ah,

Pemenntahan Daeran aoalah penyelenqqaraan urusan pemer'ntahan o eh
Pemenntarr Daeral- aan DPFD menurul da5otonomj oan tugds penbanLLdn dengan
prinsip otonomi seluasluasnya datan sisrem dai prinsip Negara Kestuan Repuilik
hdonesia sebagajmana dimaksud datam UUD NesaG RtTahun 194s.



6. Peuercan Terbatas yang selanjutnya disingkat " PT " adalah badan hukum yane
djdirikan b€rdasarkan perjanjian, metakukan kegiatan ueha dengan modal daer
yang sellruhnya te.bagi datam saham dan memenuhi persyaratan perundang,
undangan yang bertako.

. orqal PT. adalah ?pat unur pemegang saham. dtreL!, dan komadns.

8. tumisaris adaLah organ perseroan
umum dan atau khusus serta
menjaLankan Pe6eroan.

9. Dieksi adatah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas penguruen
peGeroan untuk kepentingan dan tujuan pe6ercn serta mewakr'Li perseroan baik
di datam maupun diluar pengadilan *suaj Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah
Tangga.

10. Pengelola sarana dan prasarana adatah PT yang diberi kewenangan untuk
menyetenggarakan pengeloLaan sarana dan prasarana yang tedetak di oaerah
berdasarkan pemturan perundang - undangan yang bedaku.

Il.Pengelolaan.arana dan prasarana adatah kegiatan yang metiputi perencanaan,
p€ngorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

12.RUPS adalah Rapal Unum Pemegang Saham adalah organ perFroan yang
memegang kekuasaan tertingsi datam peerGn dan memegang segala wewenang
yang tidak diatihkan kepada dneki atau komisais

8 Bt l
AAAKSUD DAN TUJUAN

Pembentukan PT. Citfa Bangun sarana (PerFro), dimaksudkan untuk mendirikan
Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan
ksenangan dae6h, mampu memberjkan pelayanan *bajk baiknya kepada
masyaral€t, BeBbantu menggerakkan Perekonomian Daerah dan membe kan
kontribusi keuntungan terhadap Pendapatan Daerah,

Bagian Kedua
ruJUan

Pasal 3

PT.Citra Bangun sarana (Pe6ero) yang dibentuk s€bagaimana dimakud dalam Pasat 2
Peraturan Daerah inj, berlujuan menyelenggarakan usaha jasa dan pengelolaan di
bjdang erana dan prasrana p€mbangunan wilayah, yang manpu menjalanPan
usahanya secara prof€sional dengan prinsip prinsip usaha bisnis s€suai densan
ketentuan peraturan perundang undangan yans berlaku.

yang bedugas melakukan pengawasan ecara
memberikan nasihat kepada Direki dalam



0)

(2)

(1)

BAS [l
PEIllBENTUI(AN

Pasal4

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentlrk Perusahaan Terbatas yang berbadan
hukum bernama PT. Citra Sangun sarana (Perero) di Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan pendiian PT. Citra Bangun Sarana (Pe6ero) di Kabupaten Bandung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati Eandung ssuai
dengan ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 dan pe.atuan
perundang undansan tain yang berlaku.

AAB ry
PE/\AEGANG SAHAJ\A

pasat 5

(1) Pemegang saham PT. Citra Bangun sarana (Persero) terdni dari P€merintah
Daerah dan Swasta/masyarakat.

(2) Untuk mendukung rerbentuknya PT. Cika Bangun Sarana (Pecero) sbaqaimana
dimakud dalam Pasat 4, Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi pembinaan
Perusahaan Daerah ontuk mewakiu Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara pemilihan Persero swasta/masyarakat sebagaimana dimaksld pada
ayal {1) Pasat ini, di atur tebih lanjut dengan Peraturan Bupati, densan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundans-lndangan yang berlaku.

(2)

BA8 V
RUANG TINGKUP

Pael 6

Kegiatan Usaha PT.Citra Bangun Sarana (Peue.o) di Kabupaten Bandung
sebagaimana dimaksud datam PasL 2 Peraturan Daerah ini, meliputi pengetotaan
sarana dan prasarana pembangunan witayah.
Pengetotaan sarana dan prasarana sebagaimana dimakud pada ayar i1), meLipurj
kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaanj pembangunan,
pengoperasian dan pemetiharaan yang memberikan manfaat bagi kepentinSan
masyahkat dan pembansunan ekonohi daerah.

BAB VI
MODAT

pasat 7

(1) Modal Dasar PT.Citra Bangun sarana (Persero) di Kabupaten Bandung,
sebagainana dimaksud dalam Pasal4 Peratlran Daerah ini, terdni dari eham -
saham yang nominatnya akan ditetapkan kemudian daLam Akta Pendirian

(2) /,lodal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), telah djtempatkan oteh para
pendjd seb€sar 25% dari modal dasar yang harus disetor pada sat pengesahan
oteh Menterj Kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasat 26 ayat (l) Undang
undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.



{1 )

(2)

(4) Perlbahan modat dasar untuk relanjutnya ditetapkan oleh RUPs sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang betaku.

(5) Penyertaan saham sebagaimana dima|sud pada ayat (l) huruf a, merupakan
kekayaan Penerintah Daerah yang dipisahkan.

(3) Modat dasr PT. citra Bangun sarana (Persero) di kbLrpaten Bandung,
*bagaimana d raksLd pada aydt tl) tsd .i dar :
a. Pe.nerjntah Daerah hinimalsebesr 51% ;
b, Pihak swasta dan masyarakat maksima( sebesar 49%.

pasatS

Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT. Citra Bangun Sarana
(Pebero) di Kabupaten Bandung, baik penambahanj pengurangan marpun
p€mindahan, ditetapkan dengan persetujuan DPRD,

Penyertaan eham Pihak Ketiga (sasta dan masyarakat), diLaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanean yang be aku.

BABVII
PEIABINAAN

pasal9

Untuk mensefektifkan pemOinaan atas penyelenggaraan usaha jasa dan
pengetotaan sarana dan prasarana pembangunan yang ditakanakan oteh PT.Citra
Bangun Sarana (Perero) di Kablparen Bandung, maka s€suai dengan
kedudulannya Dewan PeMakilan Rakyat Daerah Kabupaten Eandung dapat
meminta keterangan kepada Direksi.

Pengangkatan Djrekdi PT. CITRA BANGUN SARANA (PERsERO), djlakukan melatui
Fjt And ProperTest oteh Tim hdep€ndent yang ditlnjukoLeh Pemerintah Daerah.

Tim Indepeident sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) Pasal ini, datam
melaGanakan tiap tahapan kegiatannya, mempubtikasikan kepada pubtik ;

Hasil kerja Tiri Independent ebagaimana dimakud pada ayat (l) PasaL jni,
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan PeMakitan Rakyat
Daerah Kabpaten Bandung.

(1 )

{3) Tata cara pengangkatan Dnek5i rebagaimana djnabud pada ayat (2} berpedoman
kepada Anggaran Dasar dan Ansgaran Rumah langga yang ditetapkan dalam
RUP5.

(zr

(4 ,

(5)

BAB VIII
XETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Apabila Pihak lain merae berkeberatan aias pemb€rian narna PT.Cfua Bansun
Sarana (Pe6ero) sebagaimana dimaksud datam Peraturan Daerah ini, maka
perubahan nama Perseroan Terbatas etanjutnya diserahkan kepada kebijakan
Pemerintah Daerah dengan tedebih dahulu dikonsuttasikan dengan Pimpinan
Dewan PeruakiLan Rakvat Daerah.
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(2) Hat - hat yang belum cukup diatur dataB Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis petaksanaan yang mengatur organ P€rseroan Te6atas,
Kepegawaian, Rencana Kerja, Laba, Penggabungan dan Pe.ubahan serta
Likuidasi, diatur lebih lanjut daLam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Paral 11

Peratu.an Daemh ini mulai bertaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya! memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini
dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Kah'palen Bandung.

pada tanggal 10 xei 2006

Diundangkan di Soreang
pada tanggat I 7 I'rei 2005

SEKRETARIS DAERAH

EANDUI{G
TAHUN 2006 NOAAOR 9 SERI D.

DUNG,

EARNA

r.fx9

:;;'-"!i

ATEN AANDUNG,

ARAN DAEMH XABUPATEN


